PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 4% TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4},

Pasal 35 ayat (6), Pasal 37 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal
45 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraaﬁ Ketenteraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; . IR
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah  Otonom  Provigsi =~
Kalimantan  Barat, Kalimantan  Selatan dan N
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Repubhk-f - o
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan'ﬂ"_"_.-"-“" "

Lembaran Negara Republik Indonesia Nﬁmm 1 106)

3. Undang- Undang Nomor 12 Tahum 2011 tentang__:j;-_;j*"-'- e
Pembentukan - . - Peraturan PerundemgUndangan:'_'-::'_'::';'_:_ﬁ'_"'_:__ﬁ:"
(Lembaran Negara Republik Indonesia '}I‘ahuﬁ 2011';;--}_::{;':_-_ o S
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagazmana ‘telah - diubah’;_f .
dengan Undang-Undang Nomor - 15 Tahun 3019'_3";“"_3'_:""__"__'_
tentang Perubahan Atas Und&ng—Undang Nomior 12~ -
Tahupn 2011 tentang P‘embentukan Peratuianf_'_';

Perurzdang—[}nda,ngan ((Lembaran N@gaza Repubhk
Indonesia Tahun 2019 Nomor = 183, __'I‘ambaham .
Lembaran Negam Repubhk Indone&aa Nomo" 539




10.

i1.

Undang-Undang Nomor 23 Téhuﬁ 2014 f:eﬁtafags '
Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg&m Repubh s
Indonesia ’i‘ahun 2014 Nomor 244 Tambaha11_;_"f_ﬂ-'::'j_.'ﬁ;_ o
Lembaran Negata Republik IﬂdOﬂE‘Sla Nomar 558'7)'_'_._5*"7-_:_.
sebagaimana telah diubah beber&pa 1{831 dan tﬁzal»,.i'11r"'_ﬁ"f'-'_: S
dengan Undang-Undang Nomor 1 ’I‘ahun 2022 tentang’ Lo
Hubungan Keuangan Antara: Pemermmh Pusat danf:‘:_:___:'_ S i
Pemerintahan Daerah - (Lembamn Negara Repubhk;f R
Indonesia Tahun 2022 i\iomor 4 Tambahan Lembaz_n._f'_-‘.'_5.-'._._1;"'_ S
Negara Republik Indonesia Nomor 675’7) . e
Peraturan Menteri Dalain - Negen E\@omor 54 Tahung;'
2011 tentang Standar Operasmnal Prosgduz Satuan:__: ;;;_'
Polisi Pamong Praja (Berita Négara R@pubhk Ind@ﬂeﬂsmf S
Tahun 2011 Nomor 705}); R
Peraturan Menteri Dalam Negém Nomm 80 Tahunjﬁf:
2015 temang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonecﬂa Tahun 2@15 I\?Gm'«:}f:
2036) sebagaimana telah dm’i:aah ci@ngan Peratm_ fnﬁ
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 9018 t@ﬁt@mg_-
Perubahan Atas  Peraturan Memem Daiam Ne' '
Nomor 80 ’I‘ahun 2015 temtanﬂ Pembeni:ukan Pmciu
Hukum Daerah (Berita’ Negma Repubiik }anene
Tahun 2018 Nomor 157); ST
Peraturan Pememﬁah Nomozi 12 ’{‘a}mn 201‘7’ ientsmg

Pembinaan -  dan Pemga%as&m : Penyeleﬂggam
Pemeuntahsm Daerah (Lembaran Negam Republi :
Indonesia Tahun 2017 Nomer 73, Tambahan_
Lembaran Negara Repubhk Ii‘idi)ﬂﬁ&‘sl& Nomor 604—? ,
Peraturan Pemermi:ah Nomor 2 Tahun 2018' ent:
Standar Pefiayzman . Mmzmal (Lembmaﬂ i Negar
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor- ’;.."__' Tambai'

Lembaran Negma Republik Indonesza Ncm&r 61’? 8)
Peraturan Pemeuntah Nomm 16 Tahun 2{)18 t@m’
Satuan Polisi - Pamong Pi a;a (Lembalm’z Negar _
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomm 7 2 Tambah&n;
Lembaran Negara Republik Ind@nesza N{)mar 6205);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 thum ‘2@1?) fﬁ‘ﬁfﬁﬁ‘ﬁ;
Pengelolaarn: Keuangan Da&mﬁh ' (Lembaran Negara-
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomm 42 Tambahaﬁi
Lembaran Negara Repubhk Iﬁdonesza NDHI{DI‘ 6322') -
Peraturan Menteri Dalam Negeﬁ N(’)m(‘)}” 1’7’ Tahun 2@ 19,
tentang Pem@nuhan Halk Pegawm :
Penyediaan Sarana dan Prasarana Mmzm&i Pembmaa
Teknis Operasmnal dan Pengh&rgam Saﬁum P@lx@i
Pamong Fraga (Berita Negara Repubhk Indenesm T&i‘zuﬁ_
2019 Nomor SSO) : Lo § :
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12. Peraturan Menteri Dalam Neger1 Ncmoz 26 Tahun 2@205
tentang Penyelenggaraan - Keteiuban Umum dan___ : __
Ketenteraman Masyarakat = Serta Peﬂmdanganﬁ.f: e I
Masyarakat (Berrta Negara Repubhk Indonesm Tahunjj_._ : o o
2020 Nomor 548); ' S e

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahuﬁ 2621 iem&ngf.___f-i__Z-"_':'_'__' G
Penyelenggaraam Ketenteraman,: Keter i:ibain Umum dan:f'-;:-':;
Perlindungan Masyarakat (Lembaa"an Daezah Promm‘sif_if- e
Kalimantan Barat Tahun 2021 Nemar 4, Tamb&ham; T
Lembaran Daerah Provinsi Kalirnantan Bara}: Nomor. ﬁ%} = o

14. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang*_“
Kedudukan, Susunan Orgamsas1 Tugas . dan Fungsi
Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Plaja Pravm%zﬂfi_-f_ff i
Kalimantan Barat (Berita Daezah Provinsi Kahmanmn__i_[' B
Barat Tahun 2016 Nomor 120) sebagaimana telah
diubah dengan Pez aturan Gubmnur Nomer 70 ’I‘ahun_-
2019 Tentang Kedudukan,. Susunzm Gigamsasz "I‘ugas*
dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan: Pohgl Pamang:
Praja Provinsi Kalzmantan Barat - (Eﬁemta Dae"zah"'
Provinsi Kahmantan Barat Tahun 20}9 "i\é“omor ’?’ 1)

MEMUTUS KAN

Menetapkan : PERATURAN - GUBERNUR TENTAN(} PERATURAN_
PELAKSANAAN PERATURAN 'DAERAH - NOMOR = 4
TAHUN 2021 = TENTANG PENYELENG(}ARAAN
KETENTERAMAN, | KLE:’I‘ERTIBAN . UMUM - DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT o

- BAB I :
KETENTUAN UMUM
~ Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang diznaks;ud'déhgém' TR S
1. Daerah adalah Provinsi I&ahmantan Barat. - _ SRR
2. Pemerintah Daerah adalah Gubemm sebagaz unsur penyeien garge
Pemerintahan Daerah yang memimpin peiaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewena.ngan Pemerm‘tah Provm&,

Kalimantan Barat. - - S

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat o

4. Satuan Polisi Pamong Praja yvang . se}an;umya disebut Satpal PP
adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk’ mﬁnega}d{an
Peraturan Daerah dan Peras:uran Kepaia DaeJ; ah m@nyelenggarakan
ketenteraman, ketertiban @ wmum - serta _ menyefien ga1 ak:aﬁ
perlindungan masyarakat. = - -

5. Polisi Pamong Praja vang selanjumya disebut. P’oi PP aciaiah anggota_,
Satpol PP sebagai aparat pémerintah daerah yaﬁg dxdudukz 01@11___._:
pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung J&W&b daﬂ weweﬁang :
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam enegakaﬁ”'
peraturan daerah dan peraturan kepala daemh penyeienggamaﬁ
ketenteraman, ketertiban umum serta perimdungar mﬂ%‘vﬁwﬁak‘}t

w
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyamkat;_g'-j___._'_;:'--l.::_'_f'_'___'_é_' ER
adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum; norma..

agama, norma sosial dan pératuran perundaﬂgﬂndangam sehmgga-

terselenggaranya sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa. amaﬁ-- S

dan tenang baik bagi masyarakat bangsa dan negara.

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adaiah upava-'
dan kegilatan vang dzselenggarakan oleh Satpol PP . yang: '
memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daemh Cdanc o
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi.
yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan Iieweaﬁaﬂgaﬁﬁya" L
untuk penegakan peraturan daerah provinsi dan pez‘a’tman kepala S

daerah.

Gangguan Ketenteraman Masyarakat yang seianmmya dlSebuf,f.-;g: j
Gangguan Ketenteraman adalah kondisi setiap -individu }ang ’md&kf__f

nyaman karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar.

Gangguan Ketertiban Umum yang selanjutnya  disebut Gamgguaa’i. :
Ketertiban adalah semua kondisi yang tidak teratur 'ﬁlsebabkan oieh- SR

perilaku tidak taat kepada hukum norma, serta kesepakatam umum
sehingga mengakibatkan terganggunya kepentingan urmum. e e

Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut meas adaiah S S
segenap upaya dan kegiatan vang dilakukan daiam 1‘angka EEe
melindungi masyarakat dari gangguan yang diaiqbaikaﬂ oleh
bencana serta upaya untuk melaksanakan tuigas . memban’m:-i:j"__'f:_'__'
penanganan bencana guna. mengurangi dan memperkecﬂ -akibat PENS
bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan'f}_;'_' SRR S
ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kem"xs;fdrakataﬁ;_ R
membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saa‘i_:-'_:_ Daas
pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah daﬁ pemﬂihan-_f3"3'_"._:. S

umuin serta membantu upaya pertahanan negara.

Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yamﬁ'._-f_._:_’"'_f'j'
dilakukan oleh pesonil Satpol PP baik secara 1angsung :maupun tldak: : s

langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawa&an g _:' e e
pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan k&temngaﬁ:f
tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum Sdan o
ketenteraman masyarakat Sehmgga apabﬂa persoalan t@zsebmz':ﬁ-_-{'_.-,'_’_j_'..-:

muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.

Cegah Dini adalah segala ‘usaha pekerjaan dan keg},man Vana
dilakukan oleh personel Satp:)} PP baik secara langsuﬂg maupun S
tidak langsung dalam rangka mencegah permassa}ahan tersebut e
muncul di permukaan dan mencegah jangan: Sampdl mempengm«um:___.__.-_:-':-' :

sistem yang sudah ada.

Pembinaan adalah proses, cara, usaha, tmdakan cia,n kegiataﬁ’} S
secara efisien dan efektif untuk meningkatkan 1<:epatuhan WATgA e
masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap peraturan daerah = . (F i
dan/atau peraturan gubernur demi terwujudnya ketertzban umum' SEn

dan ketenteraman masyarakat.

Pengawasan adalah tindakan teknis cian admiﬁistféiiif'5'_'_'yag“ifg:'__'_”_ :
dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. dalam pehegai@kgm' e

peraturan daerah.

Penyuluhan adalah penyémpaian informasi  dengan maksud_{.f_-'__';.":
mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial Vang tezgaﬂz iiz'":.:f. s

lingkungan masyarakat.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Penindakan adalah suatu proses yang mahpuﬁ pemanggﬂzm,, e
pemeriksaan dan penyelesaian. : T
Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tmdakan uﬂtuk".g_}-:” :
menertibkan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan / a‘i:au SEE
peraturan gubernur. R FETRUCRIRE L
Pencegahan adalah tindakan mencegah secara 'dini i:er_}achrzy »
pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksan&nya serta - E
gangguan ketenteraman, ketertiban umum, dan _.perhndumganj,_- e
masyarakat. R
Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah ierjadmya ganggu&m?_ L
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, c:iengan cara- § R
mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhaﬂk&m B N
dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau 1{03161133_-"__"_17
yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata. SR
Pengawalan adalah penjagaan keselamatan - terhadap pam'_'-__;’_';*_.'
pejabat/orang-orang penting (Very Important Person/VIF) yang =~ -~~~ =
merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai .apamt{f‘-':f e
Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertzbaﬁ,' R
umum dan ketenteraman masyarakat. R S S
Pengamanan adalah segala usaha atau kegmtau/epeaam yang?_.f._é
dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, . menjaga, dan
memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokum@n agar amam:ﬁ:*_}-_ ;
dan kondusif. : N
Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masvmakai aparatur:j-f B
atau badan hukum berupa peringatan ‘dan/atau . pe&nghenué«m'f ;
sementara kegiatan yang meianggal peraturan daerah dzm pel a‘turaﬁ_ff'_:_"._'.-__.-; SR
gubernur. ' S e

Unjuk rasa adalah kegiatan yang dﬂ'akukaﬁ sesem‘ang a‘t&u ieblhﬁ-f S
untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, ‘i:uhsan dan sebagmﬁyaf5'_';--'1:?-:[“=__f'
secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan demgan perammﬂ'ff SR
daerah, peraturan gubernur, kebijakan Pemerintah dan kebgakm R
lainnya yang terkait dengan Pemerintah Daerah. B
Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh daﬁ kekacauan,:;": LAl
yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa o
tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa; haria da o
benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasﬂzi:as umum; assei_i_ e
daerah dan rumah ibadah sesuai dengan E{etentuaﬁ pemmraﬂ'ff.'-'.;f'-_
perundang-undangan. : .
Penegakan peraturan daerah adalah segala bemuk: upaya y&mg RS
dilakukan oleh Pol PP yang bersifat preemtif, pievemzf derﬂ repmmf? —
guna meningkatkan ketaatan masyarakat. L - e
Tindakan penertiban non yustisial adalah tmdakan yang r:iﬂakukan:j C
oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan’ ketertibaﬁ_'}i- BRI
umum dan ketenteraman masyarakat terhadap peizmggarai’z Peiéaf'_'f"_;,f' B
dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan keien‘i,uan peiatm"avtij:::':.'f_'_f'_' .'_:-_ﬁ;'
perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan. = = o G e
Pembebanan biaya pal«:saan penegakan hukum adaiah Sanistsi;_- S g |
tambahan dalam bentuk pembebanan biaya kepada pelamggar,_-_.f""._:-'.'f' e
peraturan daerah diluar ketentuan yang diatur dalam- ketenman.q-f el
pidana. |
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28. Paksaan pemerintah adalah  sanksi - admzmstratlf berupa‘.'_f-';:ff_; S
tindakan nyata untuk menghentikan _pelan garsm dem / amu

memulihkan dalam keadaan semuia

29. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang. selanjumya dismgkai STE?;P
adalah surat yang diberikan kepada orang’ dan/atau badan, yangl_ G
melakukan pelanggaran terhadap ketertiban umum yang bemszkanfﬁﬁ R
Identitas pelanggar, ketentuan pasal vang dﬁanggar besalnya bisya o

denda administrasi, tindakan-tindakan yang - harus dﬂakuhaﬁ;?_}?I::_ﬁfl*_f'_-'-_ :
pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi, komsekuans1 apablla-:.-_'_'.-'_'__'_ﬁ---

sanksi tidak dipenuhi.
Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebaga‘i pedoman “i:eknm_'f."”_”_;
bagi Pemerintah Daerah melalui Satpol. PP dalam. rangka gREl
penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umurm cian perimdung&n-*-‘_': i

masyarakat.
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adaiah

a. memberikan landasan yuridis terhadap kebljakan daerah dalam':fj_':--_.."5.'_'_ .
menyelenggarakan  ketenteraman,  ketertiban umum - éanf_ I

perlindungan masyarakat di daet ah;

b. memelihara dan menciptakan rasa aman, tenteram dan ‘tertzb sseria:_z

mewujudkan upaya perlindungan bagi masyaralmt di daerah; dsm
c. membangun pastisipasi masyarakat untuk turit serta dalam upa}f

penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan per}mdungml_,- S

masyarakat.
Pasal 4

Ruang lingkup yvang diatur dalam Peraturan: Gubemur ini adaiah

a. penyelenggaraan ketenteraman, ketertzban umum dan perimdung&n’ :

masyarakat;

deteksi dini dan cegah dini;

pembinaan dan penyuluhan;

patroli;

pengamanan;

pengawalan;

penanganan unjuk rasa dan kemsuhan massa?
penertiban;

FeTe MO R0

penegakan hukum;
. pembinaan dan pengawasan;
k. pelaporan;
pemberian insentif; dan
m. pembiayaan.

[y
.

BABII

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, ExETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT .=~

Pasal 5

(1) Gubernur berwenang dan bertangguﬂg;awab un‘i:ul«; mewu;udkarf
ketenteraman, ketertiban umum dan per Imdungan masyarakat {il""

daerah.

(2) Wewenang dan tanggungjawab Gubernur sebagazmana : d1mal<:$ud-'

pada ayat {1}, dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. menyelenggarakan penegakan Pera,turaﬁ Daerah dz:m Peratm an._--

Gubernur; dan/atau

1 mane PERANGIAT DAERAH
B Ciain iy NS B ?mmmm L

penerapan sanksi adammstratzf dan/atau pembebanan hzas?a paksaan:ﬁf




b. melakukan penanganan gangguan Kketenteraman, 'kéteﬁihéﬁ i
umum dan perlindungan masyarakat pada Imi:as daerah_j_:'_ s

kabupaten/kota. S
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan (}uberﬁm sebagazmana- :
dimaksud pada ayat (2} huruf a, dengan cara: i o
a. melakukan tindakan penermban non yustzma} temhadap warga’_; Sl

masyarakat, aparatur atau badan hukum  yang melakukaﬁ' L

pelanggaran; O
b. menindak warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang' S

mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; o
c. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat :

aparatur atau badan hukum yang melakulkan pelanggaran; .= e
d. melakukan tindakan = pencegahan terhadap gan&,gaani

ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

e. memberikan perlindungan kepada masyarakat, p&ngamaﬂaﬂf :
terhadap fasilitas umum dan sosial, kantor-kantor dzm aset mziz}:-;_ SRR

pemerintah daerah; dan

f. pemantauan kegiatan penanganan gangguan . ketanteéraman,- RV

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pasal 6

Penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum cian-_' f '_: I
perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud da}am Pagai 5 ayat--._?_--__'-_: S

(2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan:;

a. lokasinya lintas kabupaten /kota;

b. penggunanya lintas kabupaten/kota; ' Lo
c. manfaat atau dampak negatifnya lintas kabupaien /k@‘ta t:iam / a‘tau

d. penggunaan sumberdayanya lebih efisien jika dﬂakukan cle’h -
daerah.

Penanganan gangguan ketenteraman, kei‘ertiban umum dan
perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat: ('l} T

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan per undaﬂg undaﬂc’an

Pasal 7

Pelaksanaan ketenteraman yang dilakukan oleh Satpol PP me}zpum

a&.

b.

d.

mewujudkan kondisi tertentu dari suatu kegiatan dalam: kehzei‘upm}}"f-:"Z"

bermasyarakat yang telah memenuhi norma moral dan etika; o
menyelenggarakan dimana keadaan pememn‘tah daerah bei“gamam_“ i
sama masyarakat dapat melakukan kegiatan secara amary,. t@rtsz dan-‘l_.._*- S
teratur;

melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masvarakat aparatur il

atau badan hukum untuk berkewajiban menjaga- ke"’ceﬁteiamaﬁi_f.' Ll
masing-masing dengan cara mematuhi Peramfam }Daemh c’iaﬁj.'--"i-_*f
Peraturan Gubernur; dan e
pelaksanaan ketenteraman  harus berpedoman kepada Siandaiﬁi*"

Operasional Prosedur Satpol PP dan pera‘turaﬁ perundang-tmdz«mgan o = S

Pasal 8

Perlindungan masvarakat dilakukan dalam bentuk:

.

memberikan perlindungan terhadap masyarakat ‘dengan memahhamf L 5o
keamanan dan menciptakan rasa nyaman, tentm am dan dama1 Serta'-: Linn Sl :

terlindunginya hak masyarakat;

membantu melakukan upaya penanganan bencana guna meﬁgurangifﬂ pobas iy
dan memperkecil resiko sosial dan/a‘i:au keg]atan semai Sl

kemasyarakatan;

membantu melakukan evakuasi terhadap warga ma‘svarakai (iart;;r':fl_if__
wilayah/lokasi terjadinya bencana dem/a’cau gangguarl ke&mm&aﬁ S

ketenteraman dan keter tlban ~dan/atau
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membantu melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsﬁzam dan / atau S
rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak. akibat. bencana-;:_‘-_;_ TR e

dan/atau gangguan keamanan ketenteraman dan’ keter'tibaﬁ

Pasal 9

Perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Pemermtah Daez ah-._'_'

melalui Saipol PP dengan membentuk Satgas meas berdasarkaﬁ;:'_-'g_}'j.' e

kewenangannya.

Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat - (])”-3';:2_['-'_;'_ _'
dilaksanakan sesuai tahapan dan tata cara pada Standar: SRR
Operasional Prosedur S&tpok PP dan/atau Pera‘turan Pemmiang—ﬁa-_r

Undangan.
Pasal 10

Pelaksanaan ketertiban umum dilakukan melalui tahapan:: -
a. perencanaan; '
b. pelaksanaan; dan

c. pelaporan.

Tahapan pelaksanaan ketertiban umum sebagaimana’ d1masud pada:."f-:.‘ N

avat {1) meliputi kegiatan:

a. deteksi dan cegah dini;

b. pembinaan dan penyuluhan;

c. patroli;

d. pengamanan;

e. pengawalan; _
f. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa; dan
g. penertiban.

BAB 1II

DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI -

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 11

Perencanaan deteksi dini dan cegah dini dﬂaks&makaﬂ S&ip@i PF’ meialm L
rapat internal terkait gangguan ketenteraman dan k@ieruban umum_ﬁ-'_ Tl N
untuk menentukan: : - S

a. personil;

b. peralatan; dan/atau
c. metode penanganan.

(1)

(2)

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 12

Dalam melaksanakan deteksi dini, Satpol PP melaksanakan__ e
pengamatan, pencarian, dan pengumpulan informasi’ awal- ‘terkazf:;.

dugaan adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

Pengamatan, pencarian, dan pengumpulan. informasi - awal terkaztf;-

dugaan adanya gangguan ketenteraman dan keter tab&n ums.sz_'. | -

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: -
a. survey lapangan; dan '
b. penyiapan administrasi.

Penylapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)';§u'mfbf:?; i

meliputi:
a. surat perintah tugas;
b. dokumen pendukung; dan /atau

c. dokumen lainnya.
L oHURyM ) %W%
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(4) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3') huaruf e

paling sedikit berupa:
a. formulir; dan/atau
b. berita acara.

Pasal 13

Hasil kegiatan deteksi dini dapat berupa keterangan bahwa:

a. gangguan ketenteraman dan  ketertiban uwmum beipotemm

menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat; atau

b, gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tidak berpotenm' -

menimbulkan konflik.
Pasal 14

(1) Dalam hal gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berpcténgi'? SR

menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat, Satpol PP
menindaklanjuti dengan cegah dini. : ' '

(2) Cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 'd'erigaﬁ.':__ 5 | '

cara.
a. pengawasan; dan
b. mediasi.

Pasal 15

Dalam hal gangguan ketenteraman dan ketertiban umum - -tidaié:
berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat, oo o
kewenangan pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah t@kms AR

terkait.

Pasal 16

Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah teknis terkait dapat meiakukam-"_t_

kegiatan cegah dini sewaktu-waktu tanpa didahului detéksi dm1

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENYULUHAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 17

(1) Satpol PP melaksanakan pembinaan kepada:
a. orang perorangan;
b. kelompok masyarakat; dan/atau
¢. badan usaha.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -diiaf{{ii}t;étz-._sés‘t}féi3_:'."__3_"' o

dengan kebutuhan di lapangan.

Pasal 18

Pembinaan oleh Satpol PP dilaksanakan melalui:
a. pemanggilan resmi;
b. surat teguran; dan/atau
C. wawancara.
Pasal 19

(1) Pemanggilan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 humf f~z
dilakukan dalam hal: T '
a. ditemukan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, :
b. ada laporan masyarakat; dan/atau

c. tindak lanjut deteksi dini. N Bt g
RARD Pﬁmx@ﬁm"i‘ ﬁ{%ﬁm . mﬁﬁ?mf T i
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(2} Pemanggilan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat { )idii’&kukaﬁ'_-}-:-?"__"-';_' G

untuk;

a. mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait atau para pihak; dap oo

b. menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan. .

Pasal 20

(1) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19~ = =
ayat (2} huruf a ditemukan adanya pelanggaran @ gangguan - -
ketenteraman dan ketertiban umum, pihak terkait atau para pihak

yvang dipanggil membuat surat pernyataan.
(2) Surat pernyataan sebagaimana dimeksud pada ayat (1) berisi S
a. pernyataan telah memahami ketentuan peraturan - pemndanm__ B
undangan; dan : :

b. kesanggupan untuk menaati ketentuan peraturan perundang» i

undangan.

Pasal 21

Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dlb&:rﬂ{&’{}':_-

dalam hal:

a. ditemukan pelanggaran gangguan ketenteraman dan- k@f@‘f‘ﬂb%ﬂ’i: o

umum; dan/atau

b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2@ ayat (1)'_.-'-' o =

dilanggar.

Pasal 22

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf ¢ dﬂﬂ}c;ukanz-g_'-'_.-.5-; :_' s

pada saat pengawasan lang&;ung di lapangan.

Baglan Kedua
Penyuluhan

Pasal 23

(1) Satpol PP melaksanakan penyuluhan kepada:
a. orang perorangan;
b. kelompok masyarakat; dan /atau
¢. badan usaha.

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dﬂakukmpa1mg &

sedikit 4 {empat) kali dalam 1 {satu) tahun.
Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan Penyuluhan, Satpol PP dlle:ﬁgkapi dengan
sarana prasarana pendukung.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada aya‘é (1) paimg
sedikit meliputi:
a. bahan presentasi;
b. alat presentasi; dan/atau
c. kendaraan operasional.
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Perencanaan Patroli untuk menetapkan sasaran, Waktu ijek, tempai _f_: A

BABV
PATROLI

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 25

bentuk patroli, dan administrasi pelaksanaan.

(H
(<)

Perencanaan Pengamanan dilakukan dengan: meneiapkan sa. araﬁ,
obyek, waktu pelaksanaan, tempat, bentuk dan metoszie pe}aksanaan e

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 26

Patroli dilakukan oleh Satpol PP dan dapat mehbaﬂqan Perangkatf

Daerah dan Instansi terkait.

Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dﬂalmka:ﬂ dengan cara"- S

mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi,. mempelhaukaﬂ R REI E LEey:
dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi -~ . 7 o
yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan Ketentexaman dcm_; R N

Ketertiban Umum.

Pasal 27

Patroli dilakukan secara:
a. pengawasan; dan
h. khusus.

Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud paf:ia ayat (.’E) huruf :a.

dilakukan secara rutin berdasarkan ketugasan Satpol PP

Patroli khusus sebagaimana dimaksud pada ayat- (1) huruf 'i:;_'-:' L

dilakukan insidentil sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28
Satpol PP membentuk Regu Patroli.

Regu Patroli sebagaimana dimaksud pada ava‘i_ (1 )dlpzmpm aieh

seorang Komandan Regu.

Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada aya‘l, ( ) dljabat paimg_ S

rendah oleh Pejabat Fungsional minimal golongan Til.a.

BAB VI
PENGAMANAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 29

serta administrasi pelaksanaan.

Pengamanan dilakukan oleh Satpal PP yang terdiri atas:
a. pengamanan wajib; dan o
b. pengamanan berdasarkan pmmohamarx permgkat daerah :

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 30
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Pagal 31

(1) Pengamanan wajib sebagaimana dimaksud daiam ?asai 32 hmuf a:f e
dilakukan terhadap: : : i

a. aset daerah; dan

b. pejabatdaeiah B EEE S LIE S RS S

{2) Aset daerah sebagaimana dlmaksud pada. ayat {1) huruf a-paling 00
sedikit meliputi: P e

a. kantor gubernur; :

b. rumah dinas gubernur, wakﬂ gubernur dan sekzetams daelah
dan/atau - SR S

c. kantor perangkat daerah. AR R B
{3) Pejabat daerah sebagaimana dimaksud pada aya’i: {1 }ihm’f’uf bpaling

sedikit meliputi: . S LTETEL R

a. gubernur;

b. walkil gubemur dan/atau

c. sekretaris daerah - T
(4) Pengamanan terhadap pejabat daerah sebagmmana ci1maksuci padaﬁ".'-_i."f_'_ e

ayat (3) dilakukan pada: : S

a. rumah dinas;

b. kantor; _

c. lokasi yang dikunjungi; dan/atau

d. upacara dan acara penting yang dihadiri.

BAB VII
PENGAWALAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 32

Perencanaan Pengawalan dilakukan dengan menetapk&n sa&amn abjek
walktu pelaksanaan, tempat, bentuk dan metode peiaksanaan,. serta;_
administrasi pelaksanaan, PR e

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 33

watpol PP melaksanakan Pengawaﬂan dengan cara;
a. berjalan kaki; dan
b. mengendarai kendaraan bermatm

Pasa} 34

Pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 33 dﬁakaanalaaﬁ;
terhadap Gubernur dan/atau Wakﬂ Gubernur. - L T

BAB VIII e
PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA -

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 35

Penanganan unjuk rasa dan  kerusuhan massa dﬂakukaﬁ ciengga
menetapkan sasaran, objek, waktu. pelaksanaan, tempat benmk daﬁ'---
metode pelaksanaan, serta admmistrasz pelaksan&an : SRt
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Bagié_n éKedu‘a’ -
Pe’la}eisarzaan B

Fasai 36

Penanganan unjuk rasa dﬂalxsanakan oleh: Saipol PP dengan 3. G

a. survey lapangan; SR

b. komunikasi dengan pemngkat daerah terkatt tentma n’zsmnal
indonesia, dan/atau kepohsmﬂ negara 1epubhk 11'1d0nesza} i

penyiapan personil Satpol PP;

pengamanan aset daerah; : S

negosiasi dengan pengunjuk : rasa dan/atau o

upaya penyelesaian aksi un}uk rasa. '

O o0

P&b&l 37

Dalam hal terjadi kerusuhan massa, Satpoi PP melakukm'l
a. pengamanan aset daerah; : : S
b. komunikasi dengan perangkat dam ah - terkaat teﬂtala nasmnal
indonesia, dan/atau kepolisian negara repubhk mdane sia ;un‘tuk
menyiapkan bantuan personil Sa‘tpol PP, dam ' : s
c. membantu mengendalikan massa. :

BABIX
PENERTIBAN

Bagian Kesatu o
Perencanaan .~ '

Pasal 38

Perencanaan penertiban dﬂaksemal«:an deng&n menetapkan
sasararn dan objek; L e o
walctu pelaksanaan;

tempat; -

bentuk dan metode penemban _ :

persiapan administrasi pelaksanaan; ‘dan

sarana prasarana pendukullg -

MmO a0 o

Pasal 39

Sasaran dan objek sebagaunana dlmaksud dalam Pasal 38 hm i
meliputi: : L

tertib tata ruang;

tertib jalan;

tertib sungai, -

tertib kelautan dan perﬂ{aﬁan

tertib lingkungan;

tertib energi dan sumbeldaya mmera}

tertib kehutanan;

tertib sosial;

tertib pendidikan;

tertib perizinan;

tertib barang milik daerah;

tertib bangunan; -
. tertib pajak daerah dan retmbusx daerah

tertib kesehatan;

tertib tempat hiburan dan keramman dan

tertib keadaan bencana. :

T o8 g f‘“w'r‘-.m‘fzws‘o ooy
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Bagian Kedua
Pelaksanaan

Paszal 40

(1) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 38 ..
harus mempunyai landasan hukum, tidak melanggar ‘Halz Azasi~
Manusia dan dilaksanalkan sesuai dengan Standar. Opelasstona}_' e
Prosedur Satpol PP dan/atau Peraturan Perundang- Undangaﬂ o

(2) Setiap Perangkat Daerali wajib melaksanakan pengawasaﬁ R
pembinaan dan pengendalian sesuai dengan tugas, :ﬁmgsz dan' aE
kewenangan masing-masing.. SIS

(3) Hasil pengawasan, pembinaan, dan pengendalian sebagazmana* B
dimaksud pada ayat {2) berupa teguran tertulis. : S

(4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadz __dasar s
penertiban oleh Satpol PP. N

Pasgal 41

Penertiban oleh Satpol PP dapat dilakukan berdasarkan:
a. teguran tertulis;

b. pengaduan masyarakat; dan/atau

c. kegiatan rutin.

BAB X

PENERAPAN SANKS] ADMINISTATIF DAN/ATAU =
PEMBEBANAN BIAYA PAKSAAN PENEGAKAN HUKUM

Bagzan Kesatu _
Peringatan Lisan dan Tertulis -

Pasal 42

(1) Sanksi peringatan lisan dan tertulis dikenakan- liepada W&rga-_’;"“: e
masyarakat, aparatur dan badan hukum yang me}anggar ketentuan = -
tertib tata ruang, tertib jalan, tertib sungai, tertib kelautan: dai‘z-}'ff i
perikanan, tertib lingkungan, tertib energ sumberdaya mineral, tertib . R
kehutanan, tertib sosial, tertib pendidikan, tertib perizinan, tertib. = .
barang milik daerah, tertib bangunan, tertib pajak daerah dan .
retribusi daerah, tertib kesehatan, tfertib ‘tempat h}bman dany-_; GESETEHE S
keramaian dan tertib keadaan bencana. SR T e

(2) Pelaksanaan sanksi adminstrasi kepada war aa masvarakat apamtm e R
dan badan hukum yang melakukan pel&nggamn sebagaimanah__’;_"_'.”':-j'.'_._.'f '
dimaksud pada ayat (1), dilakukan terlebih dahuiu dengan-"
peringatan lisan, peringatan tertulis I, If dan IIL. R

{3) Tindakan yang dilakukan pada saat pelaksanaaﬂ pemﬂgatan term}m I: T
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah: o L
a. penindakan terhadap para pelanggar peramraﬁ daexah dar’z'_’._-; R A

peraturan gubernur, terlebih dahulu menaﬂdatangam S"L‘EI&‘{::_:"_'-Z_

pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi sérta . 0

melaksanakan ketentuan dalam waktu 7 (*i:ujuh) hsm terhmmg-?__f' e

sejak penandatanganan surat pernyataan. . e e

b.apabila tidak melaksanakan dan atau mengmgkam svam’s:.;_'__ SR

pernyataannya, maka akan diberikan: i

1) surat teguran pertama, dengan tenggaﬁg Waktu 7 (tuguh) hamﬁ-f3-'.":_-'_"--'-'--3 e
terhitung sejak diterbitkan; S

2} surat teguran kedua, dengan ienggang Waktu 5 (hma) hazif“';':_._;_- S
terhitung sejak diterbitkan; S

3) surat teguran ketiga, dengan tenggang Waki:u 3 (é::lga) : haﬁ’-.i_: IR
terhitung sejak diterbitkan. - SRR
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(4)

Penghentian sementara dari kegiatan dicabut, apabﬂa teiah dlpenuh};__' -

Setiap orang atau badan yang tidak m@ngmd&hkan sanl{@z_-._._
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka dﬂamui:kan_':'_'-'_'.::-'_'f_ e B

dengan sanksi berupa:

. penghentian sementara dari kegiatan,

. penghentian tetap kegiatan;

pencabutan sementara izin;

. pencabutan tetap izin;

penyitaan benda dan/atau kendaraan;
penutupan atau pembangkamn dan/atau
g. penyegelan.

"o R0 T

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) -"dis_éé‘ziaikair;&_f Ch

dengan jenis pelanggaran dan kondisi pelanggaran..

Bagian Kedua :
Penghentian Sementara Dari Kegiataﬂ :

Pasal 43

Penghentian sementara dari kegiatan dapat dikenakaﬂ k@pada Warga-___'. fnds S Es
masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melangga.r hetemuan:_'_____:_'_:: o

tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) hurufa:

Penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada--::-:_':__s__" o
ayat (1) dilakukan apabila upaya . lain telah dﬂaksanakm&:{

sebelumnya, tetapi pelanggar masih tidak mengmdahkan :
Kepala Satpol PP memberikan rekomendasi kepada. I{ep&la Perangkaif
Daerah yang membidangi untuk dilakukan menghentﬂ{an sementara?_
dari kegiatan atas pelanggaran yang dilakukan. 7

Atas rekomendasi sebagaimana dimaksud  pada ayat (: ) Kepa]af_.{[_-;-;; daals
Perangkat Daerah memproses penghentian sementara _dar_l_ kegiatan. '

Pasal 44

kewajiban pelaksanaan sanksi administrasi.

(1)

(2)

Bagian Ketiga B
Penghentian Tetap Dari Kegiatan

Pasal 45

Penghentian tetap dari kegiatan dapat dikenakan’ kepada Wafga'{f-i

masyarakat, aparatur dan badan hukum yang meianggar ketenmmz_;_f
tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf b. :

Penghentian tetap dari kegiatan sebagaimana dzmai\si}d pada ayat (1) . ;i
dilakukan apabila penghentian sementara . telah dllaksanakan:{_ S

sebelumnya, tetapi pelanggar masih tidak mengmc‘iahkan S
Kepala Satpol PP memberikan rekomendasi kepada Gubertmr umuk_ :
dilakukan penghentian tetap dari kegmian atas peianggamn yangf-
dilakukan. o

Atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) I{epah{_:__

Perangkat Daerah vang membidangi wajib- memproses pemahenﬁan;__E_
tetap dari kegiatan. o . Lo

Bagian Keempat
Pencabutan Sementara Izin

Pasal 46

Pencabutan sementara izin dapat dzkenakan kepada W&Z‘g&:}:"_

masyarakat, aparatur dan badan usaha’ yang meiaﬁggm" ke‘t;en‘i:uanj;;"..'--;-

tertib sebagaimana d1makssud dalam Pasal 42 ayat( ) humf (:

1me -Fm&imﬁ&fs‘ z&m . .&%ﬁﬁ%gﬁx gmm
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(2) Pencabutan sementara izin: sebagatlmana d;maksuci pada_ : ayat
dilakukan apabila upaya lain telah dﬂaksanakan Sebelumn "
pelanggar masih tidak’ mengindahkan, = b :

(3) Kepala Satpol PP memberikan r@komendam kepada Gubemur unmk
dilakukan pencabutan sementara 1zin . atas pelaﬁggaran yang
dilakukan. . g

(4) Atas rekomendasi seba.gmmana dlmaksud pada ayat (3) Képélfa
Perangkat Daerah vang membidangi ‘W&_}lb memproses pencabut'_
sementara izin. : _ : :

Pasal 47

Pencabutan sementara izin dlcabut apabﬁa ielah dzpenuhl kewallbaﬁ'f
pelaksanaan sanksi administrasi. S : SRR

Bag1an kehma
Pencabutan Izin Tetap

Pasal 48

(1) Pencabutan tetap izin dapa‘t d]kenakan kepada wa.}:ga masyaraka‘i
aparatur dan badan usaha yang melanggar kei@nm 1
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) hui‘uf doooo

(2) Pencabutan tetap izin sebaga;mana dimaksud pada ~ay
dilakukan apabila upaya pencabutan : sementa’.ta ;
dilaksanakan sebeiumnya tetapz :: peianggal
mengindahkan. :

{3} Kepala Satpol PP memberlkan rekomendam kep&da Gube u un’sul
dilakukan pencabutan tetap izin atas peianggamn yang dziaku

(4) Atas rekomendasi sebagmmmla dimaksud pada avat (3) ‘Gubernur
memproses pencabutan tetap izir. 25 Lol

Bagian Keenam - B
Penyitaan Benda: D&n /Atau Kend&raan " :5_-

Pasai 49

(1 Pemys.taan benda dan/atau kendaraan dapat d}kenakan }_ie: a.d warga

telah dﬂaksanakan sebelumnya
mengindahkan.

(3) Benda dan/atau kendaraan yang diszta terkau‘i: .
sebagaimana dlmaksud pada “ayat (2) -~ tidal

Penyitaan bendcx dan/ atau’ kendaraan Sebagazmana ﬁdlmak&;'
ayat (3} dan (4), dibuat dalam berita acara dalam’ raﬁgkap_
yang terdiri dari 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelangga
(satu) rangkap dis1mpan/ d1sampalha1"1 kepada PP‘N'
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(6)

Benda dan/atau kendaraan yang disita terkait pelaﬁggaranf'i; i
sebagaimana dimaksud pada ayat (3 )dapat daambﬂ oleh yamg oo
bersangkutan, apabila telah melaksanakan kewajiban pelaksanaan? B

sanksi administrasi dengan membawa tanda bulkti pembayaran STBP’-_-' - S

dan Berita Acara Penyitaan.

Benda dan/atau kendaraan vang disita . terkait peianggazan SERERSE
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diambil oleh perwakilan,
apabila telah melaksanakan kewajiban pelaksanaan = sanksi
administrasi dengan membawa tanda bukti pembayamn SI‘BP (:E:m L

Surat Kuasa.

Bagian Ketujuh
Penutupan Atau Pembongkaran

Pasal 50

Penutupan atau pembongkaran dapat dikenakan kepada wmga-_ﬁ o 'jﬁ_.f._
masyarakat, aparatur dan badan usaha yang melanggar. ketﬁntum_}i.:-} SR

tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat {4) huruf f.-

Penutupan atau pembongkaran dapat dilakukan apsfi:iﬂé'" upavaﬂ_ﬁ'-';:_':"._'_'f_:i "
peringatan tertulis telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi: pe*iangg&z e ¥

masih tidak mengindahkan.

Penutupan atau pembonglkaran sebagalmana dzmaksud jpada avat-;_f_-:_r_?_; L
(1) dilakukan setelah terlebih dahulu disampaikan Surat Perintah ..
Penutupan atau Pembongkaran yang sudah dltandatangam oleh o
PPNS atau Kepala Satpol PP kepada pemilik bangunan gedung atau = 0
pihak yang dapat mewakili paling lama 5 (lima) hari kerja seteiahf-__ Nt

Surat Perintah Penutupan atau Pembongkaran dztamdatangam i
Dalam hal pemilik bangunan gedung. dan/ atau pihak’ yang d&paﬁt:

mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak hemediaﬁ__"7;3_'5-::5._'--f'_:':_._:
menerima atau tidak ada di tempat, maka Surat Perintah Pel’mtupan{if O
atau Pembongkaran dapat disampaikan melalui }{ema R’I“/Keiua;_ L R

RW/Lurah/Kepala Desa/Camat setempat.

Pihak yang dapat mewakili pemilik bangunan gedung sebagalman&f - ';_
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat berupa pegawai; pekerja}{ﬁ_
pelaksana dan/atau petugas keamanan yang ‘z)erada di 1@1{&31______-'J?i_f_.- R N

bangunan.

Pasal 51

Pemilik bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500~

ayat (3) harus melaksanakan pembongkaran sendiri dalam gangk&e-;_

waktu paling lama 4 (empat) hari kalender Seja&: Sura’t Permtah:ﬁ}_i e

Penutupan atau Pembonglkaran diterima.

Surat Perintah Penutupan atau Pembomgka; an’ yang teiah-_;'_"'3"'3'?_3:”[
ditandatangani ~ sebagaimana  dimaksud - pada -_aya’_c AL

menjadi batal dengan sendirinya apabila:
a. bangunan yang melanggar telah dibongkar; dan / atau

b. apabila telah dipenuhi kewajiban pelaksanaan anksa admn*uétzaaz ; e

Pasal 52

Dalamm  hal pemilik bangunan gedung tidak. meiaksanakaﬂ;'fi:-'-f '3 -§ I_ﬁ_':
pembongkaran sendiri sebagaimana dlmaks;ud dal&m Pasal 51 aya‘f:’-f-“;j_'_'f] S

(1), maka dapat dilakukan bongkar paksa.

Bongkar paksa sebagaimana dimaksud pada avat ( ) dllaksanalﬁaﬁ@{ 5?":{:3_ o

oleh Satpol PP berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pelaksanaan bongkar paksa sebagaimana dzmaksud pada a.v&i: ('1)

dilengkapi dengan surat tugas dan berita acara.
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Baglan Kedelapan
Tata Cm*a Penyegelan

Pasa}SS - e
(1) Penyegelan dapat dikenakan kepada warga masyarakat aparamr dan
badan hukum yang melanggar I{eteniuan tertﬂ) sebagazmana dimaksudfl
dalam Pasal 42 ayat (4) hurufg. . -
(2) Penyegelan sebagaimana d1maksud pacia aya’c (1} c’iﬂa}{ukan meiahn
a. penyampaian surat segel; - : :
b. pemasangan papan segel; da:n /atau
c. penutupan lokasi. e
{3) Surat segel sebagalmana dzmaksud pada ayat (2) humf
ditandatangani oleh Kepala Satpol PP.. - e
(4} Surat segel yang sudah d1tandatangam sebagazmana dlmaksuci pada._
ayat (3), selanjutnya disampaikan oleh Kepala: Satpol PP kepada
warga masyarakat, aparatur. dan badan hukum atau- plhak yan
dapat mewakili paling Iama 5 (hma) hari. kerja setelah sumt s!&ge
ditandatangani. : o

Keiua

disampaikan melalui - ' R’i‘ / Kema

Desa / Camat selempat.

petugas keamanan. s
(7) Pemasangan papan segel sebagaimmla dimakesud pa.da ayat; 2y hur

b, menggunakan papan segel y&mg memua‘t dasa;t dai

penyegelan. P
(8) Penutupan lokasi sebagaimana d1maksud pada ayat (2).-111_.,1_17;1{@%:' apa

menggunakan: - B

a, gembok;

b. rantai;

c. pengelasan;dan/atau

d. pita pembatas.

Bagian Kesembilan : e
Paksa‘ani:‘efnerintahaﬁ' A

Pasal H4a

(1} Paksaan Pemerintahan dlberlkan kepada penanggung }awa” u'::ah'l.-{
dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan feguran te
(2) Paksaan Pemerintah sebagalmaﬁa dlmaksud pada ayat (1),
dijatuhkan tanpa didahului den‘gaﬂ teguran tertlihs apabﬂ:
pelanggaran yang dilakukan memmbuikan R Chaa
a. ancaman yang sangat serms hag:t manusza dan linglk

hidup;

Permgka‘i: Daerah yang memb1dang1 --
(4) Penerapan sanksi Paksaan Pemerintahan dﬂalmanakan olel
PP bersama-sama dengan Pemngka‘t Daerah ya:fm membidamg

o mmmm'rﬁmm mxgﬁgmz i
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Bagzan Kesepuluh L e
Pembebanan Biaya Paksaan Penegakaﬁ Hulmm -:;‘5 L
PasalSS SR

{1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pa.sai 12 Pa&al 133-
Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21
Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Daerai
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyeienggaraan Ketentei aman
Ketertiban Umum dan Perimdungan ' Ma%ym akat dzkeﬂaka
pembebanan biaya paksaan penegakan hukum. : g .

(2} Pengecualian dari pembebanan  biaya’ paksaan pen@gakan hukum“?
diberikan terhadap pelanggaran tertib pendidﬂ{an dan’ temb pajal
daerah dan retribusi daerah dan dikenakan sesuai d@ngan k@temtuam:-_
peraturan perundang-undangan. - R e

(3) Pembebanan biaya paksaan - penegakzm 1mkum sebagalmmh
dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan Daerah Nomor. 4 Tahun 202
tentang Penyvelenggaraan Ketenteramaﬂ I{etm tiban Um'um ciani:
Perlindungan Masyarakat dzkenakan kepada sehap omiﬁg :
melanggar ketentuan Pasal 12; Pasal 13 Pasal 14, Pasal 35 Pas&l 16
Pasal 17, Pasal 18 Pasal 19 Pasai 21 Pasal 23 Pasai 25' asd

kewajibannya sebagaimana dzatm dalam Peraturan Gube__'
(5) Pelaksanaan pembebanan biaya paksaan - penegak KU

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Undak___n_ hukun
diluar peradilan. o L

Pasal 56

Biaya paksaan penegakan hukum. Sebagazmema dzmaks'
Pasal 55 avat (3) dabavarka_n ke Kas Daerah sel&mbaﬁ;«

tindakan hukum sesuai ke‘i:entuaﬂ peraturan pemndang un _
yang berlaku. LT

Baglma Ixesepuiuh BN
Prosedur Administrasi Pengenaan Sanksi Admzmstz asz;dan 'atau
Pembebanan Bzaya Paksaan Peﬁ&gakan Hukum '

P’asal 57 o

{1} Orang atau badan yang tertanfrkap tangan dan / ata’ diketal‘mf

langsung melakukan peianggaran oleh PPNS dan/ af: ;

Satpol PP, diberikan STBP yang berzm];{an B - :

a. identitas pelanggar; :

b. ketentuan pasal yang dﬂanggar

c. besarnya biaya denda administrasi; _

d. tindakan-tindakan yang harus dﬂakakaﬂ pe]anggar

e. batas waktu pemenuhan sanksi; dan®
f. lxonsekuen& apabila sank31 tldak dlpenum

dan/atau Satpo! PP dapat mélakukan: S
a. penahanan sementara kariu tanda pemiuduk a‘cau ka'
lainnya;

peianggaran dengan membuat berita. amm
b amn z@mamy ﬁm &3
Pt nty ?mm.m% &
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(3)

(4} PPNS dan/atau Satpol PP yang telah memberikan STBP %ebagmmzma S EED
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kah dua o
puluh empat) jam wajib menyampaikan laporan beserta berkas

(5)

6)

c. pemasangan stiker/papan pengumumarn -seba'g&iﬁ '@_e_iémggér; A

dan/atau
d. pengumuman di media massa dan media elektr omk

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2], dziakukan m&t&k S

menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.

pelanggaran dan penyerahan barang buktl kepada Kepala Bzdang
Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP. S
PPNS dan/atau Satpol PP dapat menahan dan/atau meng&m&nk&nf i
barang milik pelanggar sebagai jaminan untuk peiaksanaan sanksz'
administrasi yang nilainya di atas sanksi administrasi.

Barang yang ditahan dan/atau diamankan terkait peim&ggaran_::' SRR e
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diambil - yang .
bersangkutan, apabila telah melaksanakan kewajiban’ membayar.;

denda administrasi dengan membawa STBP daﬁ ta_nda b&kti-? S

pembayaran STBP. S
Pengambilan barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) dapat&-“*

mewakilkan kepada orang lain dengan membawa STBP dan. t’mda_:. o

bukti pembayaran STBP.

Format STBP dan tanda bukiti pembayaran STBP sebagmman&l.*f-._:_j_-':_: . ;
dimaksud pada ayat {7), tercantum dalam Lampiran VI dan VII yemg_;__f LT

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubermur 11'11

Pasal 58

STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dzhuai dalm S e
rangkap 3 {tiga) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap chbemk:an kepadat CEi e
pelanggar, 1 (satu) rangkap disimpan/disampaikan kepada PPNS: -

atau Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Sa’tpoi ‘PP b ( a“i:u]

rangkap sebagai arsip yang disimpan di Satpol FP.

Setiap pelanggar vang diberikan STBP wajib dicata’t daiam bu'i‘:u__:'.

register pelanggaran di Satpol PP.

Bagian Kesebelas - :
Sifat dan Fungsi Penegakan Sanksi Admmzstram c'ian / aiau
Pembebanan Biaya Paksaan Peneefakan Hukum

Pasal 59

Penegakan sanksi administrasi dan/atau pembebanan blaya pakbaan ‘
penegakan hukum dilakukan berupa tindakan yang bersifat pre‘veﬁn‘tﬁ T R

dan represif non yustisial dalam pelaksanaan Peraturan Daerah:.

Sifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dﬂaiaukan melaim
a. penghentian pelanggaran; :

b. tindakan memperkecil resiko; _

¢. menghentikan gangguan/bahaya dan kerugtan _

d. upaya mempersempit/melokalisasi dampak;
e

. tindakan tertentu secara cepat, tepat dan tezkaom‘imam un‘tuk-f.-f_- P
mencegah dan mengatasi dampak dari penyelenggalaan Serta s B L

upaya penanggulangan; dan
f. meminimalisasi kerugian masyar akat.

Sifat represif non yustisial sebagaimana dlmaksud pada a‘yat (1) i

dilakukan melalui pengenaan sanksi berupa:

a. tindakan hukum yvang memberikan pembebanan k@wajlban ciaﬁ}__?f'.-:” '

tanggung jawab hukum;

b. pembayaran  sejumlah uang tertentu - __sebagaz : .b;&ya?-'_- Sl

penegakan/pelaksanaan peraturan daerah; -
c. kewajiban melakukan perbuatan tertentu; dan : Ll
d. memulihkan pada keadaan fungsi semula Sebagm aklbat dam"_ﬂ:g
adanya pelanggaran hukum.
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(1)

Pasai 60 -

Sanksi administrasi dikenakan I{epada Se‘i:zap ot ang yaﬁg: ;_:.*i:el
terbukti melakukan pelanggaran terhadap 1xetentuan Pem‘turai
Daerah.
Pembuktian {ferjadinya pelamggai arl - Sebagalmmla dlmaksud pada’f'
ayat (1) didasarkan pada: - S T
a. hasil pengawasan; - : ERE
b, upaya pembinaan tidak membemkan pengamh terhadap uﬁgkatg_
kepatuhan; g
c. tidak dilakukannya kewaﬁbaﬁ sebaammana yang dlpem‘ltahkana
oleh Peraturan Daerah; dan atau : R
d. tertangkap tangan.

‘BABXI .
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasai Bl

Gubernur berwenang melakukan- pembma&m da,n pengawasa &
terhadap Penyelenggaraan I{etenteraman Ketertlbam Umum‘-‘-idaﬁ-
Perlindungan Masyarakat. :
Pelaksanaan pembinaan dan- pengawasan telhadap Pepy_elenggamm

Ketenteraman, Ketertiban Umum dan ?ezimdungm Magyaraka
dilaksanakan oleh Satpol PP. : : S :

BAB XII _
PELAPORAN o
Pasal 62
meliputi :
a. pembinaan dan penyumhan
b. patroli;

C. pengamanan;

d. pengawalan; : . e
e. penanganan unjuk rasa daﬂ 1{81 usuhan massa dan
f. penertiban. ' T
Laporan sebagaimana dnnaksud pada ayat ( ) eizlakukan _setzap ali
selesai melakukan I{eglatan dan disertaz deng_aﬁ dokilm"
pendukung. : SRR e
Format laporan pembinaan da:n penyuluhan Sebagmmam : dlmakau_
pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lamplran 10 :
Format laporan patroli sebagaimana. dzmaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II. : =
Format laporan pengamanan sebagalmema dzmakguci }3&(3& aya
huruf d tercantum dalam Lampiran III. o

Format laporan pengawsalan sebagazmaﬁa d1ma1{sud pada ‘ayat -
huruf d tercantum dalam Lampiran Iv.. e
Format laporan penanganan unjuk rasa dan kmu uhan ma&s
sebagaimana dimaksud pada aya’i: {1} huruf e tercamﬁ:imif daiamr-
Lampiran V. : CL o
Format laporan penermban csebaﬂa;tmana dzmaksud pada ayat
tercantum dalam Lamplran VI.- o s -
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BAB XIil
PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 63

(1) Dalam rangka menunjang penyelenggaraan ketemteramam ketert}baﬁ R i
umum dan perlindungan masyarakat, Pemermt&h Da@r&h dapatg_ RN TR PR B

memberikan insentif.

{2} Pemberian Insentif diberikan kepada anggota uatpel PP semap kaii E 0
melaksanakan Penugasan yang dilaksanakan pada hari dan Waktu__-__-_j_.:_-_'_ s

vang bersamaan.

(3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diietapkan S
dengan Peraturan Gubernur berdasarkan: pertimbangan oi:syekuf T Bt
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah segual_ el

peraturan perundang-undangan,

Pasal 64

Perhitungan pemberian insentif berdasarkan peiaksanaan permta.h tugas-‘i‘, _:_ e ey

kedinasan yang disahkan oleh Kepala Satpol PP,

BAB X1V
PEMBIAYAAN

Pasal 65

Pembiayaan yang dikeluarkan dengan ditetapkannya._f___':'Peréiiﬁi'faﬁ_.;-'_:_jj:

CGubernur ini dibebankan pada :
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan-

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketenman pei aturan?';;_';: S S

perundang-undangan.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangga} dmndangkam

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pemgnmdairzgax1_ff*."*':if'::j:_-."'f'"'__'-__f:::;'_.';:5__" "
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya fialam szmta Daemh*_f By

Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pori*‘aaﬁak o
pada tanggal &% Felfend

»GUBERNUR KALIMANTAN BARA’E‘ e e

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal #% mw 2627
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

HARISSON

fa\ii
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LAMPIRAN 1

PERATURAN GUBERNUR KALEMANTAN BARAT
NOMOR  TAHUN 2022 o ' Rl
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOM@'

TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN KETERTIEA.%
UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ' '

FORMAT LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN PENYULUHAN
I. PENDAHULUAN
1. Dasar
2. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud
b.  Tujuan

. PELAKSANAAN
1. Waktu dan Tempat

2. Personil

3. Kegiatan
1. HASIL YANG DICAPAI

IV, PENUTUP




LAMPIRAN V BT
PERATURAN GUBERNUR I&ALiMANTAN BARAT o
NOMOR  TAHUN 2022 ' S e
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH N@MC}R 4}
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN KETERT?BAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAI{AT = 3

FORMAT LAPORAN HASEL PELAKSANAA% s
PENANGANAN UNJUK RASA DAN I{ERUSUHAN MASSA

1. PENDAHULUAN
1. Dasar
2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
b.  Tujuan
[I. PELAKSANAAN
1. Waktu dan Tempat

2. Personil

3. Kegiatan
[I. HASIL YANG DICAPAI

IV. PENUTUP




LAMPIRAN VI

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR  TAHUN 2022

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMQR 4

TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN;: I{ETERTiBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENERTIBAN =

. PENDAHULUAN
1. Dasar
2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
b. Tujuan
I[. PELAKSANAAN
1. Waktu dan Tempat

2. Sasaran Yang Ingin Dicapai
3. Personil

4. Kendala / Hambatan
1. HASIL YANG DICAPAI

IV. PENUTUP

wGUBERNUR KALIMA?&TANJBAizAT;3'{(_:3 i
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LAMPIRAN VII

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR  TAHUN 2022

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NQM@R ﬁ%

TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN KSTERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

FORMAT BLANKO SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN‘(STBP}' AR

KOP SURAT SATPOL PP

SURAT TANDA BUETI PELMG«GM iS’I‘BP}

NG ... /. [POLPP/......
Pada hari ini ............ tanggal.......... bulan.......... tahun ........ ' SRR VR
sekitar pukul...... WIB, saya yang bertanda tanda ‘é_anbarz dzbawah i
Nama PO PR e P
NIP L eeeeerrer e i eeereseanrasenires et -
Tempat/Tgl Lahir L ereeeeerer et a e e ety e
Alamat R OO URE SOV PO PSR A L
Pekerjaan OO UV UUUROTRRUPPUUUINE SRRt SO = P DR S K

Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah -~
Provinsi Kalimantan Barat, melakukan pememksam‘a 'i:ezhad&p ge&,eoraﬁg atauj__*- T
badan dengan data sebagai berikut : o : : S

Nama / Nama Badan

No. Identitas
Tempat/Tgl/Lahir

Alamat

Pekerjaan

Jabatan

Tempat Kejadian Pelanggaran

Setelah kami melakukan pemeriksaan dilapangan tez nyata saadara/ badanﬁ
tersebut di atas melakukan kegiatan : :

Yang melanggar ketentuan :  ...cccceviinieniennnnn
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang . Penveienggamaﬂ';;_:._'
Ketenteraman, Ketertiban Umum  dan Perhndungan o Ma&yamkat -3:_:

Berkenaan dengan hal tersebut agar saudara : - G e
1. Membayar denda administrasi Peraturan Daerah’ Nomor 4. Tahun 2&21._:"-Q_.::"'___'___
Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, - Ixetertlbam'--’_ i
Umum dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp...c....coo b, 0 00

2. Apabila dalam 2 x 24 jam tidak memenuhi pembeban 'biaya peiaksamaan‘; s
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentarlg Penyeienggaman o
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, ‘sebesar.
point 1 di atas maka saudara akan diproses dalam Pelanggaran Tindak ™~ -~
Pidana Ringan (TIPIRING) di Pengadilan Negeri Ponﬁamak pada waictuf.jfﬁ St
yang ditentukan. SaeE FEa




Demikian agar menjadi maklum- dan dﬂaks&nakem sebagmman Y mesmuya
atas perhatiannya diucapkan teﬁma ks;h o S

Pelanggar, e : - PPNS/PetugaSSaipolPP

" GUBBRNUR KALIMANTAN BARAT
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LAMPIRAN VI

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR  TAMUN 2022

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMQR 4
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN I{ETENTERAMAN KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

FORMAT BLANKO TANDA TERIMA PEMBAYARAN e
KOP SURAT SATPOL PP - SR

Sudah terima dari

Nama OUTUPRRTOS RURON i ¢ i

Tempat/Tgl Lahir e, . ;gggﬂ;ﬁQQ;;:uJQQQQ;

Alamat R S |

Pekerjaan :

Jabatan D e .. e _._';:". i

Tempat Kejadian ST S

Pelanggaran D e eeeeeaens S _. e

No. STBP :.””““ua_;“;ﬁgb;;;;ggcgggggg

Denda Administrasi pelaksanaan Perda- Nomor 4 Tahun 2021 'f'_.teﬁ’tang

Ketenteraman,

Penyelenggaraan Ketm‘ﬁbaﬁ Umum daﬂ
Masyaralkat, Pasal
Besaran Denda

Terbilang S POUOR TR RIS

Pelanggar, . PPNS / P&tugasgatp | PP
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B. LAPORAN MUTASI PENGAMANAN / PIKET JAGA

HARI
TANGGAL
PUKUL

NO

NAMA PETUGAS

Pada hari ini .......... Tanggal
tugas dan tanggung jawab pengamanan/piket jaga ..ol 0
selama ......... jam dalam keadaan ... Cevieensen ‘dengan keteérangan - o 0

sebagai berikut :

............ Pukul ........ WIB, telah menerima

NO NAMA BARANG

JUMLAH

KONDISI | KETERANGAN | =

NO JAM

....................................................

YGUBERNUR KALI’MAMAN BARAT, |
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ﬂmﬁﬁz 2022

_mﬁmz@m@gmg wmﬁm\mﬁmmzdgmg gz @mmmzmazm% ﬁ»mﬁ?mﬁ

ﬂ@%?@»ﬂ b&@@%@ﬁ w@hwmmwz?&z W@ﬂ%@ﬁ

NG |

NAMA PETUGAS

RUTE/ _mwm%wz
PATROLI

;..%mﬁd .

© KEMBALL

 FIASIL PELAKSANAAN |  KETERANGAN

2

3
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_ W&ﬁﬂ%&ﬁ A
ﬁw%@@ﬁwwﬁ GUBERNUR gmﬁ%a%bﬂ mﬁm@&%

NOMOR

TAHUN 2022

TENTANG PERATURAN w@w&ﬂmmﬁgz PERATURAN WQ?mwm NOMOR .mw ﬁbmﬂ\z 2021 %@Eﬂbﬁ@ ﬁmuzm MWWZQQW%@%E

KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN g@mﬁhﬁ%&mﬂw@

A. FORMAT LAPORAN WWZQ&E&E&E PEJABAT PENTING

NO

NAMA PETUGAS

PEJABAT

ACARA

HASIL PELAKSANAAN KETERANGAN

2

3

4

5 6

p GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,




| NAMAPETUGAS

L WARTU .

~ KETERANGAN

2

I IR Sy
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